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MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menirnbang

Mengingat

-

babwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan
berbasis clektrondk di linglungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, perlo disusan Grand Design Telmolog Informasi
Kementerian Hukurn den Hale Azasi Manusia 2020-2024 sebagai
acuan, referens: den panduan yang jelas bag program dan
kegiatan terkait dengan pemanfaatan teknolog informasi di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimakeud
dalam huraf a, perlu menetapken Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Mamasia Republik Indoncsia tentang Grand
Hegsign Teknologl Miormas Kementerian Hodam dan ek Azasi
Moanasia 2020-2004

Undung-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Trangaksl Elektronik, sebagaimana telabh  diubah  dengam
Undang-Undang Nomeor 19 Tohun 2016 tenteng Perubahan atas
Undang-Undang Nomoer 11 Tahun 2068 tentang Informasi dan
Transaksi Elelaronik (Lembaran Negara Republik Indanesis
Tahun 2016 Momor 251, Tamnbahan Lemburan Negara Republik
Indonesia Nomor $0532),

Peraturan  Femeriniahi  Nomor B2 Tahun 2012 tenlang
Penyelenggaraan Sigtern dan Transsksi Elektronik [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2012 Nemor 189, Tambahan
Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor S348);

FPeraturan Presiden Momor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintehean Barbarin Elektronil {Lembaran Nepara Repubilil
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4. Peraluman  Menteri Komunikasi dan  Informatika NWomor
41/PER/M.KOMINFO,/ 11,2007 tentang Panduan Umum Tara
Eelola Teknoiogi tndfurmasi dan Komunikasi Nasional |Lembaran
Hegara Eepublik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 43843);

3. Persturan Menteri Hulum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2
Tahun 2018 tcntang Penyelenpporaan Sistem Elektronik  di
Lingkungan Kementedan Hulmam dan Hak Asasi Manuosia
Rcpublik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Taliun
2018 Nomor 2 149);

MEMUTUSHAN.:

KFEFUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REFUBLIK INCONESIA TENTANG GRAND DESIGN TEKNOLOG]
INFORMASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2020-2024_

Menctapkan Grand Design Teknologl Informasi Kementenan Huloum
dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 ini scbapai rencana strategis
teknolis informas) yang memual arah kebijakan dadam pelaksanaen
teknolay informasi di lingkungan Kementedan Hulkum dan Hak
Araai Manusia unmuk lumn wakie 2020-2024.

Kepotusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubbk
Indonesia tentang Grand Design Teknolop Informasi Kementesian
Hukum dan Hak Agssi Manueia 2020-2024 inj bertujuan sebapai
acuan, referensi dan punduan yeng jelas dalam  peluksanaan
pregram kerja dan anggaran terkait pemanfaatan teknolog nformasi
di hngkyngan Kementerian: Hukoem dan Hak Azasi Manusia.

Eeputusan Mcnteri Hukum dan Hak Asasi Manusis Republik
Indgnesia ind disusun dengan sistematika sebagai benilot

Bak I Pendabhoioan

BabIl Kondisi

EBab I Analisa

Bah IV Langkah Steategis

Bab ¥  Rordmap

Bab VI Penulup

Grawd Degsign Teknolog Infrmast Kementerian Hulom Jdun Huak
Anasi Manusia 2020-20%4 schagaimana dimaksud dalam Diktum
RESATU, lercantum dalam lampiran Yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dati Keputusan Menteri ini,



EELIMA 1 Keputusan Menleri im mylai berlaku sejak tangeal ditctapkan.

Ditctapkan di Jakartu
pade tanggal 11 Fahruari 2020
ME-H’I"ERI HUHLUM D.P:]"I HAK ASASI MANUSLA




EATA PENGANTAR

Tecknology informasi telah menjadi pilihan wlama suatu kcunggulan
kompetitif untuk menghadap persaingan global yang scmakin komplaks.
Membangun  sistem  informasi bukan hanva sekedar melaloukan
vlomalisgyl proses atau scbagian mekanisme yang secara rutin dilalaakarn,
namun dibutuhkan pula kemitmen, investasi, integrasi dan ketersedinan

sumber daya.

Ialam mewjudkan e-Gor di Kementeriaty Hukum dan Hak Asasi Manusia
vang PASTI, sistem pemerintahan berbasis elekironik relah direncanakan
dengan matang dan dituangkan dalam sebuagh dokumen vailu Grond
Liesgn Teknologi Informasi Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia
trrord Design Teknologi Informasi Kementerfan Hubum dan Hak Asasi
Manusia inl disusun dengan tujuan sehagai acuan, refersnsi, dan panduan
yang jelas dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran erkail
pemanfaatan teknologi informasa di Iingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asaszi Manusia untuk kurun wakig lima tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ecpala Pusat Data dan Teknologi
[nformasi yang telah memprakarsai, Tim Penyusun dan juga Narasumber
vang telah membenkan kontnbusinya dalam menpusun dan memimuskan
dokumnen ini. Semogs kontribusi yang diberikan dapat menjadi nilai ibadah
dan pahala dan Allah Subahanahuwataala, Tuhan Yang Mahs Esa.

Semoga dokumen Crovnd Design Teknolog [niormasi Kemenolerdan Hokum
dan Hak A=zazi Manusia 2020-2024 imi dapat memberikan arah vang jelas
dalam penvelenggaraan sistem pemenntahan berbasis clektromk di
lingkungan Kemenrerian Hulaim dat Hak Asasi Manugia ke depan,

Wassalamualoikum Wr Wh,

Jakarta, 11 Februan 2020
Sekretaris Jetderal, o
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Bimbang Fantam Sariwantlo
HIP 12601215 198802 1 001
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Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM EI
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Tangeal - 11 Febouwan 2020

BAE 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transformasi digital adalah suato keniscayasn. Transformast digial yvang
terjadi secarn masif mervpakan tantangan yang hars dibadapl karena
selain sangal penting, juga harus sokses mendotong kemajuan dan
meningkatkan daya saing Indonesia. “Saal ini, pemenntah Indonesia telah
memposisikan dirinya tidak hanya sebagm penyedia losanan publik, tetam
juge sebagan fasihtator serta koleborator uwntuk bersama memecahkan
masalah dalam masyarakat,”

Pesatnva perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dunia
untuk berinteraksi. Bapgl pemerintah  sebagai penyelenggara negars,
transformasi digilal adalah suatu tantangan untuk menghasilkan aturan
dan program vang lebih baik szerta membert kemudahan bagi masyaralkar
berkaitan dengan urusan layanan pemerintahan. Oleh karena it
transfoemasi diaral sudah menjadi kebutuhan setiap inshbitusi untuk
memberilkan  pelavanan terbaik kKepads masvarakat. Tajuan akhirmys
ardalah uniuk membual pelayanan publik yany urgged, dimena pelavangn
semalan mudab, cepat, berkualitas, dan mampu menyentuh harapan
masyarakat.

Scjelan denpan program pomerintah untuek | menyelengaarakan
pemerintahan yang baik melalul penerapan e-Govermment, Kementeran
Hulkum dan Hak Asasi Manusia perlu  terus menerus meningkatkan
pelavanan kepada masyarakat, baik internal mavpun eksternat.
Fencrapan e-Covernment dimaksudkan untuk mewnjudkan tata kelola
pemerintahan vang baik dan bersihe  E-Covermment scbagel  suatu
mekanisme hatl dalam mteraksl anlars pemenntzah dan masvarakat,
delemn pemanfaatan teknologm miormasi terutama mnternct, harus dapat
memperbaiki layanan kepada masyarakat. " E-Gorernment” merupakan



terabosan untuk memberikan layanan publik vang lebih baik kepada
masyarakat. Melalui e-Government Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Mznuaia bertekad mewujudkan pelayanan yang profesional, akuntakbel,
SiNergis, transparan dan imovatf sesuai dengan tata nilai vang dianut,
Hementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telab menerapkan
transformasi digital dalam berbagai proses bisnis (layanan), famun belum
seluruhmya teknolog informasi yang disunakan pada organisasi ini mampu
memberilan keluaran |outpuft vang dapat membanty para pimpinan di
level manajemen tingkat atas dalam menentukan strategi ke depatt,
Dampaknya adalzh sulimya manajemen ievel atas mengambil keputiusan
dalam proses perencanaan, pengendalian, pengawasan dan peningkstan
kinerja di dalam proses bisinis Kementerian Hukum dan Hak Asagi
Manusia. Untuk itw perfu dilakukan suatu perencanaan stratems teknolog
informagl vang mampu menyelaraskan strategl bisia dengan strateg
ekrnolegi inforrmasi sehingga dapat mencapai tujuan vang berhasil guna
dan berdaya guna.

Grund Design Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia ini adalah rancangen induk yarg berisi arah kebijakan dalam
pelaksanaan teknelogi informasi di Hngkungan Kementerian Hukum dan
Hak Azasi Manusia untuk kurun waktu 2020-2024 vang ditetapkan dalam
Eeputusan Mentett Hukum dan Hek Asasi Manusia tentang Grond Design
Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-
2024,

Tujuan

Tujuan ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan Tlak Asasi Man usia

tentang Grand Design Tekoologi Informagi Kementerian Hulum dap Hak

Azaal Manueia 2020-2024 ini adalah sebagal scuan, referensi, dan

panduan yang jelas dalam pelaksanaan program, kegiatan dat anggaran

terkart pemanfaatan teknologl informasi i lingkungan Kementerign

Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar:

1. Perencanaan, pengembangan dan implernentasi teknologi informasi
lebih terarah, terpadn, terintegrasi dan terkendali denpgan baiic
Penerapan sistem, proses dan prosedur berjalan dengan baile,
Kualitas pelavanan publik meningkat;

Performa reformasi birokrasi meningkat.



C.

D,

Sasaran

1.

Menghasilkan perencanaan strategis dalam pemanfastan teknologi
informasi vang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi yang
geears  dinamis  serta mengaitkan  aspek-aspek  manajemen
kelembagaen, hukum dan perundang-undangan, sumber daye
manusia, janngan komunikasi, akurasi data, keameanan serts aapek
penting lainnya,

Pelakzanaan e-Government dapat lebih sistematis, terarah, afisien dan
herkesinambungan dalam  rangka mendukung  tugas fungai
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalarn memberikan
layanan Government 1o Citizen, Governptent to Bugingss, Gorermment to
Government, Gavernment to NGO, dan Government to Employes.

Ruang Lingkup.
Ruang lingkup berlakunya Heputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tentang Crand Design Tekmologi Informasi ini adalah untuk

tingkat Kementerian vang meliputi Unit Ptama dan Kantor Wilayah, dengan

dornain sebagai berikut:

e

L T =]

Eegulas:,

Teknolog;

Aplikasi;

Data;

Infrastruktyr;

Keamanar,

Data Center;
Kelembagaan,

Sumber Paya Manueia;
Audit Teknologi Informaal,
Perencanaan dan Penganpgaran.

Parmasalahan pokok
Meithat kondisi yang ada saat ini terdapal beberapa permasalahan vatg

perlu segera adanya pehanganan antara lain:

1.

Terdapat banyak hal vang belum dituangkan ke dalam bentuk regulasi
terkait penerapan teknelogi informasi di Kernenterian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.



F.

2.  Beberapa aplikasi di unit utama masib dikuasai oleh pihak ketiza
mengakibatkan rentan dalam kerahasizannya.

3. Format dan struktur data aplikasi di seluruh satuan kerja berbeda-
beda sehingga menyulitkan dalam pengintegrasiannya.

4. Pemegnuhan kebutuhan internet di beberape satuyan keda belum
meTnadal mengakibatkan sebagian pelayanan kurang optirnal.

5 Kurangnya kesaderan pengguna sistem terhadap keamanan data dan
aistern informasi,
Belumn adanya kebjakan pengoperasian pusat datg,

7. Puedatin selaku keordinator di bidang teknologi informasi tingkat
kementerian belum secara nyata dalam pelaksanasnnya.

&  Terdapat beberapa sumber days manusia tcknologi informasi yang
penempatannya tdak sesuai dengan kompetensinga.

9. Belum permah dilakukan audit teknolog informasi internal.

10, Belum adanys manajemen risiko teknologi informasi dan ruinerabiity
azzesament terkait teknolog informasi.

11. Tidak tersentralnya perangkat-perangkat teknolog informasi di
Kantor Wilayah yang mengakibatkan inefisiensi biaya.

Dengan Grand Design Teknologl Informasi Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia 2020-2024 ini diharapkan dapat dapat menjawab segala

permasalahan di atas. Di bideng data diharapkan dapat mewujudian

ketersediaan data vang akurat, mutalhir, real time, terpadu, dapat

dipertanggungiawabkan, serta mudah digkses dan terintepraszi. Hargpan

berilutnya adalah meningkatlan efisicnsi, kecepatan, kemudahat, dan

keterbukaan, yang pada akhirmya adalah meningkatkan indeks SPBE.

Metodologi

Dalarmn membuat scbuah kebijakart yang bersiat strategis biasanya diawaii
dengan berbagai analisa sekalipun tidak secara bulat menjadi bahan dalam
pembuatan kebijakan tersebut. Meroda analisa vang dipakai dalam
menyusun (rond Design Teknologi Informasi ini adalah analisis SWOT,
analisis Pestel, analisis kesenjangan dan analisis indiketor kinerja outcome.
Analigizs SWOT adalah metode percncanaan strategis vang digunakan
uniuk mengevaluasi  kekuatan [(Strength), kelemahan { Weakness),
kesempatan {Opportunities), dan ancaman (Threais] dalam sebuah

Organigasi.



Anulisis Pestle adalab suatu telmik dalam manajemen strategis yang
digunakan untuk melibat faktor-faktor lingkungan luar/eksternal yang
berpengaruh terhadap sesuatu hal dalam stganisasi.

Faktor-faktor tersebut meliput bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi,
dan lingkungan.

Analizis kesenjangan [gop analysis) adalah analisis yamg secara alami
mengalir dari pembandingan atzu penilaian.

Analisis  indikator kinerja ouicome adalah pengegambaran  tingkat
pencapaian atas hasil lebih tingel yang menyangkut kepentingan banyak
pihak.

Pengertian

Dralam Keputusan Meniteri Hukum dan Hak Asasi Manusia irni, vang

dimalksud dengan:

1. Grand Design adalah sebush rencana besar dan strategis dalam
menentukan posisi, arah dan strategi yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan dan target sesuaj dengan potensi dan Kondisi.

2. E-Government adalah penggunaan teknologi  informasi  oleh
permermtah untuk memberikan informasi dan pelayenan vang baik
beagn masyarakat, petnerintah dan bisnis.

3. Vulnerability ossessment adalah proses mengidentfikasi, mengukur,
dan memprioritagkan atau member peringkat kerentanan dalam
sllatu siatem.

3.  Big dotg apalytics adealah suatu proses dengan sistcrm yang
terintegrasi mampu menangani data vang revlaly besar,

3. Artifhcial intelligent acdalah kecerdasan buatan vang ditambahlkan ke
dalam suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah.

6.  Penetration test adalah sebuah metode untuk melakukan evaluasi
terhadap keamnanan dari sebuah sistern dan jaringan Komputer yang
dilakukan dengan cara melakukan sebuah simulasi serangan.

7. Cybercrime adalah tidak kriminal vang dilakukan dcngan cara
mengginakan teknologi komputer sebagai alar kejahatan.

% Sigtem Pemerintahan Berbasis Elekbonik yang selanjutnya disingkat
SFBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfastkan
teknologl informasi dan kemunikasi untuk memberiken layanan
kepada Pengguna SFBE.



141,

11

12,

13,

14.

Inqiial stgnature adelaby salah satu teknologl vang digunaian untuk
memingkatkan keamenan jaringan dan memiliki fongsi sebagae
ponanda pade data vang memastikan bahwa dara tersebut adalah data
Yahng sebenarmya.

Dals wareshouse oadalah datebese yang didesain khusus uniuk
mengerjakan proses guery, membuat laporan dan analisa.

Merit system adatah sebuah kebijakan dalam manajeren sumber daya
manusia aparatur negare yeng berdasarkan huslifikasi, kormpetensi,
dan kinerja secara adil dan wajar.

Knowledge munugernent adalah scbuah proses dalam menciptakan,
membagikan, menggunakan, dan mengelola suyant pengetahuan dan
informasi dati sebuah organisasi.

Sirigle sign on (5530 adalah eknotogi vang mengizinkan pengguna
jaringan agar dapat mengakses sumber dayva dalam jaringan hanya
dengan meaggunakan satu akun pengplina saja.

Fayment gateway adalah gerbang atau medium  transaksi yang
disediakatr oleh scbuah lavenan aplikasi e-cominerce yang bisa
membern olorisasi pemrosesan kartu kredhil maupun pembayaran

langsung bag kliennya secara oaline



BAB II
RONDIEI

A. Eondixi saat ind

Kebijjakan dan regulasi

Kondisi saat ini terkait kebijakan dan regulasi di bidang teknolog
infermasi di ingkungsn Kementerian Hukum den Hak Asasi Manusia

1.

atitara lain:

.

terdapat banvak hal-hal yang belum diatur dan dituangkan ke
datam bentuk regulasi terkait pemanfaatan teknologi informasai:

kurangtiye sosialisasi terhadap kebijakan yang sudah ada,
sehingea satilan kerja banyvak yang tidak memahami isi regulasi:
deakripsi tagasz dan fungsi  direktorat dan  subdircktorst
organtsast {eknologi informmasi kurang  jelas apesifikasinya,
sehingga temjapat peran vang tumpang tindih;

Pusdatin sebagai koordinator teknologi informasi Kementeriar,
belum terlibat dalam proses perencanaan dan PENEANEZEALAn,
sehinggn satuan kega kurang mendapatkan AnpEaran;

Komite Pengarah Tekonologi Informesi belum renjelankan
tugasnya déngan optimal  sebagai  pengarah, pengambil
keputusan, dan  penindalanjut hasil evaluasi  teknolog
informasi, sehingga penerapan kebijakan berjalan dengan
stagnan;

belum adanya postur penganggaran pembiayaan sistem dan
telmelogd  informasi  vang  menyulitkan  dalam pengusularn
ANEZAran.

Teknalog
Teknologi yang diterapkan adalah sebagai berlut:

A

telmologi  yang dimiliki masibh  kebanyakan menggunakan
teknologi lama yang belumn diperbaharui, sehingga menyiilitkan
dalam hal kemudahan dan kecepatan.

belum adanya dulungan infrastryktur teknelogm informasi untuk
penerapan teknologl vang baru.

Kurangnya pengetahuan dari sumber daya manusia terkait
teknologi baru seperti {[oT) intemet of things, big date analytios,
artificial  intelligent yang dapat di implementasikan  sesuai

T 1 -



Aplikasi
Kondigi yang terdapat dalam sistem informesifaplikesi antara lain:

da.

beberapa aplikasi di unit utara masih dikuasai oleh pihak ketiga
sehingga subit untuk penyatuan datanva dan rentan dalam
kerahasiaan:

Belum mengikuti regulasi tentang statdar pengembangan sistem
terkait perencanaan yang jelas mengenai tahapan-tahapan
pengembengan aplikasi, alur permintaan pengembangan dan
koordinasi antar unit:

helum ada prioritas utama dalam pengembangan aplikasi pada
kementerian;

aplikasi yang ada belam seluruhnya terintegrasi;

pengembangan aplikasi belum terdokumentasi dengan baik; dan
belum adanya postur  anggaran dalam  pembuatan  dan
pengembeangan aplikasi.

Data

Terdapat beberapa kelemahan yaing:

a_

F.

formnat dan strulttur data aplikasi di seluruh satuan keria
berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasi;
belum terintegrasinye peraturan perundang-undangan yang
mengakibatlan tumpang fHndih dan duplikasi dalam data
peErafuran;

belum terkelolanya selurubh data dan nformasi kementerian
dalam satu penyimpanan dan pengelolaan:

magih terdapat ego sekioral di masing-masing Unit Utama serta
vender yang berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam proses
pertukaran dan integrasi dats;

kurangnya kerjagama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan instansi lain sehingga sulit untuk melakukan
integrasi data sccara eksternal; dan

interoperabilitas data belum terlaksana dengan baik,

Infrastruktur

Kondisi terkait infragtrukiur telmolog inforrmmasi antara lain:

a,

kurang optimalnya pengelolaan perangkat teknologl informasi 6i
Kantor Wilayah sehingps impletnentasi teknolegi  inforrnasi
berjalan biasa saja;



tidak terseniraloys perangluar-perangkat telonologi informaai yang
ada di Kantor Wilayah yang mengalkibatkan pemborosan biaya;

c.  peran eknolog informasi di Kantor Wijayah masih disnggap
stbagal pendukung (suppord, sehingga Udak menjadi perhatian
utama’

d.  perangkat teknologi informasi atau perangksat pendukung di
Kantor Wilayah belurn memenuhi standar yang telah ditetapkan
olth Kementerian Hukum dun Hak Asasi Manusia:

e, kurangnya koordineai perencanaan teknoelogl informasi sehingga
mcnyebabkan ketidukelisicnan anggaran, sumber daya manusia,
inlrastrukiur, dan lan-lain;

I belum terinlegruginya jaringan semia Unil  dtama  untuk
mendulkung proses intcgrasi sat daga;

g pemenihan kebutuhan internet di seharuhk satian kega belum
mermeacdal mengakibatkan pelayanan kurang aptimal; dan

h.  belum adanya dokumentasi secara menyeluruh terkait perangkat
dan infrestrukiur teknologt informasi,

Kearmnanan

a. kurangnya kesadaran penggunsa sistem terhadap keamanan data
dan sistem informasi;

k. belum adanya wmangjemen rsiko teknoklogi mformasit dan
tsinerubnility assessment terkait telmalogi informasi;

c.  belum pernah dilukukoan penetration test,

d. masih banyak permasalahan terloait cyber crime.

e.  belum adanya mformation technologi security pada aplikasi dan
infrestraktur tekmologi informasi;

. fungsi kcamanan befum seluruhnya dideskripsikan dalam tugas
dan fungsi di maging-masing kelembagaan teknologi informasi,

Data Center

4. Pusat dats mamh terpisah di masing-masing unit utama schingga
sulit dalam penyatuannya;

b. Pusat dals kemcnterian belum mempunyvai pusat pemuliban
bencana, mengakibatkan kerawanan terhadap data;

c.  Pusdatm sclalou keordinator Pusal Datla belum berperan secara

optimal.



10.

13§,

Kelemhagaan

Kondisi terkait kelembagaan yang mengemban funpsi teknologi
informasi adatah;

a.

deskripsi tugas dan fungsl direktorat den subdirektorat dalam
sebagian organisasi teknologd informasi kurang jelas
spesifikasinya. schingga terdapat peran vang saling (umpane
tindih; dan

Pusdatin  selaku koordinator teknologi informasi  dngkar
kementerian, belum mengpambarkan sebagad koordinator baik
dari jurnfah maupun kekuatan dalam kelembagaan.

Sumber dava manusia:

a.

jumlah sumber daya manusia teknolog informasi dengan jumiah
836 s=atuan kerja diresaken masih kurang, achingga perlu
dilakukan penambahan;

kempetensi sumber daya manusia teknologi informazi dirasakan
masih kurang eehingga perlu ditingkatlan;

penempatan sumber daye manusia teknologi informmasi di
beberapa satuan kerja tidak sesuai dengan kompetensinya;
jabatan fungsional Pranata Komputer maeih dipandang sebagai
jabatan kurang menarik.

Audit:

a.

Hementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hinpgea saat imi
belum membentuk dan menetapkan anditor teknolog informasi
sehingga kurang dapat dinitei idnerjanya serta tdak dapat
diketahui tngkat kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan
tata kelola telknolog mformasi;

regulasi terkait audit teknologi informasi belum ada sehinggea
audit teknelogi informasi internal belum diflakukan;

kompetensi sumber daya manusia teknologi informasi yang
memahan keilmuan terkait audit teknologi imformasi belum ada
sehinggs perlu dilakulen pelatihan.

Perencanesn dan penganggaran:

A.

maging-masing satuan kerja tnerencanaksn dan mengusulican
anggaran teknologi informasi sehingea kadang-leadang tidak
sesuai Kebutuhan dan tidak mengikuti standar yang ada di
Kementerdan Hukum dan Halr Asesi Manusia;



b. Pusdatin selaku kecrdinator yang mengetahui tingleat kebutuhan
sathan kerja, tidak pernah dilibatkan dalam sebuah perencanaan

ataupun dalam pembahasan angearan.

Evaluasl Grand Design Teknoloyl Informas) 2016-2019
Berdasarkan hasil evaluasi Grand Design Telmolegi Informasi Kementerian
Hukum dan Hak Asusi Manusia 2016-2019, terdapat beberapa aspek yang

belum optimal dilakukan sepert pemetasn data, pemetaan infrastrulctur,

implementasi keamanan, pelaksanaan audit teknologi informasi, dan

pelalisanaan evaluasi teknaologi informasi.

Berikut  hasil

eva il asi

internal Grand Degign  Telmologi

Infsrmasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2016-2019

Diuta

Kajlan

Tabel 1
llasl Evalursi Grend Deslgn 71 Kemenkomham 2016820149

Helvmbags- ji Kelembogoan  vang
Kelembaga- | ielembags- | Kelembaga- | diterapkan di Kattwel
an u s ar1 Umit an Kanwll | sudah  mengalami

Litatma : perbaikan.
Parmetaan Fengembang | Implemen- | Oplimalisas | Sodah dijalatiber
Froaes An PEOSES tasl prosss | proses peInetean deeny
Bisnia binis Busnia bizniz petigtmbangan
Kementerian proses hiania
| | Kementerion
Pemctaan | Pengangkat | Pemben- | Penyelengen | Tim penilai Prkom
Penyveheran | anJ¥ tukro Tion raat sudah dibenluk dan
SN Prakom Penilai JF sertilikasi pelathan  sertifikosl
Prakorn sidah dilaloulean
nAmun  dar  osepd
kuantitas belum
S = ! terpenuhi — =
Pometaag Fenyusunan | Prngkajian | Pengemhba- | 1. Penglajlan terha-
dats meta data iTteTope- AN drp PRt aan
Remenderan | Kemenierian | rabilitas TotoTopera- data sudah
dan TInit, Imple- bilitas dakq dilakulkan namuyn
Mems Mentasi elum SCCACA
Inberops- Teachurahan unit
rabilitas UTAMmA. Pertu
deala dilakulan
internal dan unpiementasi
rkatcrnal data dan
fdokumenlasl
Lahepan yang
dijedankan

2. Penyusunan mmeta
data kemepter|at
don  unic ukama
Trelum dapat
dilaltukat karcna
belumy  berbeniuk
Tim yang akan
menjalankan
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men T

ihm | Pemetaan Fengembeng 1. Keording
dan layatian an layananf &l desgarn
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Rensoa TI
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Duta Center 1. Melakn- | Pembangun | Pengembea- | Sudsh dilakuban |

kan an DS ngan DC untek BN |
studi kematat mulal dar
kelaya- sty kelayalan,
kan [ | pembengunan DO
£, Meran- dan pengembegan,
CANE |
desaln
| Mvaedit TT Iventac- Pelatihan Usulan Sudah dilakulean
LS Tin Aundit pembentin- | pelatlhan ok jen
kan Tim namun  helom  ada
. Andil yang lulus sertifikasi

Evaluosi SPBE 2018

Dialam penyelenggaran SPBE tahun 2018, Kementerism Hukum den Hek
Asasl Manuaa belum mendapat penilaian vang terhaik. Berdasarkan
penilaian EPEE yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendaypgunaan
Apraratur Nepara dan Reformmasi Birokrasi tshun 2018, indeks SPRE
Kementerian Hukum dan Hal Asasi Manusia berada pada level 3,3 dengan
tingkat kematengsan kapabilitas proses terstandardisasi. Kondisi ind
mencerprnkan masih adanya permasalaban dalam  penvelenggaraan
tckmolegi informasi di ngkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
tManuzia.

Berikut hasil evaluasi 8PBE tahun 2018 yang dilakulan oleh Kementerian
Pendeyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terbadap nilai
mdeks espek SFBE serta tingkat kematangan per-indikator sebagai

benlut:

Grambar 1
Milad indels SPOLY Kemenkumhan tahuan 2018

Nifal Indwks Aspek SPEE

Rl [ Mgl SPBk

Kcbijakan SPBE
[T SLIRT TC PN _ - = =it
Xehijakan Tata Kelola 3,86
Lindin Pubth | SPBE L
Eebijpaken Layenan SCBE | 320
| Domain Tats Keloty [ 314 |
\EAE Kelembopasn | 3,00
i'ﬁﬁatagi & Perencanzan 4,00
Tix TR - =% ]
Bz | K 2,67
| Nomain Layanan SFBE | 3,33
| Administrasi 314
| Pemcrintahan

| Pelayanan Publik 367



(ramnbar 2
Wilai bnglkat kematongan per-indileator

Milai Trzlssd

TR (N

! | Kebijakan Internal Tim Cengarah SPRAYK nstansi 4
| Pemerintah
2 | Kebijakan Intemnal fmovasi proses hgndg t::':rmtegmsl 4
| 3 | Kebijakan Internal Rencane Induk SPRE Instansi =
' | Pemnerinteh
4 | Kebijakar Iniernal Anggaran dsn Belanja TIK | 4
— B K-:I:nuajmn internel Pengoperasian Fusat Daty ' 4
. 6 . Kebijakan Internﬂl Integras Sistem Aplikoai | a
7 Kf‘lhjﬂ.kﬁl] Internal Petiggunaan Aplikasi Ureum Berbagt | 3
| Pakad
& I{rlnlm}:an Internal L-ELflﬂﬂ Magicah Dinas 3
& | Kebifakan Internal Lavanan Mana]cmﬁn I{epegawmﬂn 4
T | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencansan dan 3
| Penpanggaran o | !
11 | Kcbijakan loternal Layapan Manajemen Keuangan , 3
12 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja ST T
13 Hchuakan ir:l‘.rm&l LEI_'!r'El.Tl-EIII Cengadaan _ 5
lfl_-[i_e:t_ujal{an Interngl Layanan Fengaduan Pubyhile : 3 ]
15 | Kebijakan Intemal Layvanan Dokumentasi dan Informasi 3
| Hukum —
| 16 | Kebilakan [nternal Layanan Whistke Blowing System 3
17 | Hebijakan Intermal Layanan publik Instansi Penierinlah < |
___13_ | Tim Pengarah HPBE Instansi Pemerintyh | 3
13 Inovasi Proscs Bisnis Terintegiasi 3
20 Renm.na Induk SPHE Inatansi Pemmerintah = | 4 =i
21 _ing,_gmsm dun Belanja TIK - — 4 =
22  Pengoperasian Puset Data [ 2
23 | Integrasi Sistern Aplikasi - 3 )
24 | Penpgunaan Aphkam Umum Berbagl Palkai e 3 ___
a5 Layanan Naskah Dinas P
26 Layanan Mangjemen K.Epegmt'ﬂiﬂn 4
27 | Layanan Maoajcmen Perencanaan 13
28 | Layanan Mangjemen Penganggaran x| .
29 . Layanan Mangjemen Keuangan = g ~
30 | Layanan Msmqwmm lr..mm]a - 3
31  Layanan Pengadaan . 4
32  Lavanan Pengaduan Fublil ; 3 '
3}  layanan Dokumentasi dun Inl’ﬂnui&si Hukum 4
| 34  Layanan mmﬂ%_:@smm— 3
|35-1 | E-Passport = 4
|35-2 | F-Filing HKI 4
35-1 | Fidusia 4

Dari nilal indcks SPBE sebagaimana pada gambar 1, lerdapar beberapa
kelemahan yaifa:



1. Aspck ickmologi inlormeasi dan komunikasi terdapat kelemahan dalam
hal pengoperasian Pusat Data, dan

2. Aspel administrasi pemerintahan terdapal kelemahan dalam  hal
layansn naskah dinos.

Supervisi

Dierdasarkan hasil survey dan supervisi (eknologl informeasi yang dilakukan
di 15 Kantor Wilayeh Kementerian Hulum dan Halr Asasi Manusia,
didapatkan indeks kepuasan Kantor Wilayah sebesar 2 85 1erhadap kinega
dan pelayanan yang dibetikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi

terkait pemanfaatan tckmelog indormasl, sebagai sebagaimana tabel di
bawah i

Tkl 2
Heail aurvey kepossan Kanbar Wilaeah

' Tingkat

No ) [:E!.].?El.'l.'.l.ﬂ.l'.l. _ Kepuasan
1. | Webstle | 2, 96 |
2. | Jaringan dan bandwidch | 2,70
3. | Video Conferense _ 2,76
4. | Bisumaker | 2,97
S. | Kebijakan Teknologi Informasi _ 2,760
0. | Bumber daya manuzia dan Pranata Komputer | 2,80
7. | DataCerter | S00

Tuial 2,85

Rapat Koordinasi

Fada tanggal 25 sompal dengan 27 Oktober 2019, bertempat Boger
dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknologi informasi yang merupalean
bagian dari tahapan-tabapan kinerja Puszat Data dan Teknaolog Informasi
dimana hasilnya dimasukkan dalam Rencana Aks 2020 dan Grand Design
Teknoiogn Infermast Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-
2024,

Benkut hasil Rapat Keordinasi Telkmologl Inlormasi 2019, sebapgai berikut:
1. Dhusulkan untuk dimasukkan dalam Eencana Aksi Pusdarin tabun 2020

scbagaimane tabei di bawah ini:
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Hasil keputusan Rapae Koordinasi
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2. Diusulkan untuk dimasukkan dalam Grend Design Teknologi
Informasi Kementerian Hukum dan Hak Agasi Manusia 2020-20248
sebagaimana tabwel di bawah ini:

Table 4
Basil keputusan Rapat Koordinnai
HO CAFTALL REKOMEN-DAS] | EFEHCANA KRITER[A PEMNANG-
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| MASALAH | _ _ JAWAE
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dilakuken Tl audit TI dlbakaloat i Jenderal
audit Tl Ut ulama
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BATA, INFOREMASL, DAN KERJA SAMA TT
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F. Tantangau Eksternal
1. Izu strategiz RPJMN Pemerintah Tndonesia tahun 2020-2024

Rondisi ekstermal terkait pemanfaatan teknologt informasi yang
tertwang dalam doloomen strategis RRIJMN Pemerintah  Indenesia
tahun 2020-2024 yaitu Lren transformasi digital. Transformasai digita
memputival berbagel bentuk di berbagai belahan dunia. D Jepans
dinamai sebapui “Socery 5.0, di Eropa dikenat dengan “ndustrial
Revolution 4.007 di China disebur “Muade in Ching 20257 di Amcrika
dicanangkan dengan “Industrial Intarnel,” dan di Asia dinamal * Smart
Criies.”

Transformasi digital sudab dan akan terus mengubah segala zesuatn
sccara mendasar. Cars kita berpikic, bersosialisasi, berkomunikeass,
menganalizsa, berpemerintahan, bahkan cara kita dalam meialoakan
prakiraan dan percncanaan akan berubah secara fundamental. Cara
berbisnis juga sudah pasti akan bertransformasi menjadi personal
targets scsuar dengan kebutiuhan spesifik pelanggan dan dalam skala
yang lehih luas tanpa adanys sekat-seleat ruang. Dan ini akan
berubah dalam 5, 10, dan sudah pasti dalam 20 tahun yvang akan
datang, sehingga suka tidak suks kita pasti terlibat di dalamnya.



SPFBE Nasional.

Hal jm tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 935 Tahun 2015

tentang Sislem Pemerintahan Berbasis Elcktronik, dengan misi

mevaljudkan bangsa vang berdaya saing, Misi ini dapat dilakukan
melalul pembangunan aparafir negara yang mencakup kelembagaan,
ketatalaksanaan, pelayanen publik, dan sumber days manusia
aparatur. Tujuan darl pembengunan aparatur negara  adalsh
mewwjudkan  tata kelola pemerintabian vang baik, peningkalan
lualitas  penyelengparzan administrasi  pemerintahan, dan
pemngkatan  partisipasi  masvarakal dalam  penyelenggaraan
pembangunan.  Kesiapan aparstur negars diperluken  untuk
mengantisipasi proses globalisas) dan demokratisasi agar pemerinigh
melakukan perubahan mendasar pada sistem dan  melkapisme
pemermtahan, penyusunan kebijakan dan program pembatgunan
yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik
yang mcmenuhi aspek tranaparansi, akuntabilitas, dan kinega tingsi.

Kemudian dalam SPBE Nasional ini mengharuskan aplikasi berbagai

pakai secara nasional, instansi pusat dan instansi dacrah,

Hat1 Dala Indonesia

Flal ini {ertuang dalam Peraruran Presiden Nomor 3% Tahun 2019

tentahg Satu Data Indoneszia,

Balu Data Indonesia ditetapkan dengan perimbangan:

a.  untuk mewujudkan keterpadusn percncanaan, pelaksanan,
cvaluasi, dan pengendalisn pembangunan, perlo didukung
dengan data yang akurat, omutakhir, terpady, dapat
dipertanggunpiawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan,
zerta dikelola secarm scksama, terintagresi, dan berkelanjutan;

b, untuk memperoleh data yang akueat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertangrungjawabkan, mudah diakscs, dan dibagipakaikan,
dipcrlukan perbaikan tata kelola data vang dihasilkan oleh
pemenntah melalui penyelenggaraan Satu Data Indanesia:

. kebijakan tata kelola data pemerintah unouk menghasilkan data
Yang akurat, mtakhir, terpaduy, dan tlapal
dipertanggungjawabkan, serta rmudah diakses dan
dibapipakaikan antar instansi pusal dan instansi daerah melatui
pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitaz data, dan

- - - r



4,  Tren Teknologi Informasi
Berdasarkan “Top 10 Straiegic Technology Trends for 2019 yang
dipublikasikan cleh Gartner pada 15 Oktober 2018, digambarkan
gebagal herikut:

Carnbar 3
Top 10 Trent Strategi Teknologl Tabun 2019 Menuwiul Gartner

Top 10 Strateglc Technology Trends for 2019
rtaNigant Digétal Mesh

Ao lrAarmne Th ras

“ngreriod palas s

fSumber - Gartper, oo, dighoes 10, 5ani 2015

FPads Gambar 2 tren strategi teknologi pada tahun 2019 menurut Gartner
terdapat 3 [bga) aspek utama yaitu intefligent, digital dan mesh Pada aspek
infefligent, tren teknologi yang termasuk vaitu Awfornomous Things,
Augmented Analytics, dan Af-Driven Development. Sedangkan pada aspek
digital, tren teknologl yang termasuk antara lain Digitad Twins, Empewered
Edge, dan fmmersive Experience. Fada aspek Mesh, tren teknologi yang
termasuk didalamnya vaitu Blockehain dan Smart Spaces.

Kondisi yeng diharapkan

Grend Design Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Tahun 2016-2019 sctidaknya telalh meletakkan landasan
fundamental bagi pembangunan teknologi informasi rmeskipun belum
optimal. Berbagai perubahan dan kebijakan vang berkaitan dengan
implementasi teknologl informasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia telah dilakukan delam rangka meningkaikan pelavanan vang
lebih baik (good governmend.

Meski demilkdan, masih banyak hal yang belum terselesaikan terutama
dlalam hal integrasi jdata, sistem informasi dan jaringan}, keamanan, audit,

A - .. 1 n



Grond Design Teknologi Tniormssi merupakan upaya berkelanjutan dalam
penvelenggaraan teknolopl indermasi yvang setiap tahapannya memberikan
perubahan arau perbaikan ke arah yvang lebih baik,

Dengan {rand Design Teknclogi Informas) 2020-2024 diharapkan dapat
mengatas) segala permasalahan zebelumnya dalam implementasi teknologi
inlurmasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke arah yang lehih
baik, D bidang data diharapkan dapal mewswodkan ketorsediaan data
yamg akurat, mutakhir, terpada, dapat dipertangrungiawabkan, dan
mudah diakses serta dapat dibagipakaikan. Harapan beriltutnya yailu
mcningkatkan efisiensi, meningkatkan lkeamanan, dan kemuodahan
intcgrasi dalam ratgka memenuhi kebutuhan infrasirukiur, mewujudkan
layanan teknglogl informasi yang handa), <dan terlaksananya audit
teknologi informiasi demi terwujudnya akuntabilitas layanan teknologi
informasi, dan aclanjutnya diharapken dapal menaikkan indeks SPBE.
Dizamping ify, kurun wakta 2020-3024 skan menyeclesaikan target,
integrasi proses bisnis perencanaan dan pengsnggaran, berbagl layanan
{shared service and government platformy), srart office, coorporate university,
dan transformasi budaya (tuiture tromsformation).



BAB ITI
ANALIBA

A.  Analisis BWOT
Analisie Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats [SWOT) merupakan
suaty metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi Faktor-faktor
yang berpengaruh delam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, vaitu
dengan menganelisis kekuatan [sfrengihs), Kelernahan (weaknesses),
peluang (opporfunities), dan ancaman (threats), Hasil dar analisis SWOT

alkary  merjadi  dasar

informas:/teknologi  informasi yang selares dengan  strateg

terzebut dalam perumusan  strategl  sistem
bisnis
organisasi Kementerian Huloom dan Hak Asasi Manusia yang didasarkan
pada dokumen Rencana Startegis (Renztral dan Organisasi dan Tata Kerja
Eementerian Hukum dan Hale Asasi Manusia. Analigis SWOT sebagaimana
dimaksud dapat dilihat dalarn tabel berikyt jni;

Tabel &
A nalisis SWOT

5 = STRENGTH (KEKUATAN

W = WEAKNESS tKELEMAHAN]}

Komiimen kuat dari pimpinan
dalam pemberdayaan

teknologi informasi.

Jumber daya manusia yang
belum memadai.

2. Masih terdapuat #go sektoral di
2. Pusdatin =ebagai koordinator masing-masing unit.
teknologi mlormasi |3 gy memiliki auditor  di
kementeriamn, bidang teknologi informasi
3.  Terbentuknys Komite 4. Manajemen sistern informasi
Pengarah Teknologl Informasi belum  optimal  (integrasi,
| Komite TI}. herbagl pakai]
|4. Terbentuknya Chiegf 2. Standar operasional progedur
{nformation Officer (CI0), belum  dilaksanakan secara
3. Mempunyai Data Center yang kansasten,
kapasitasnya cukup memada;i 6. Terbatasnya S TATA dan

dan berads pada level Tier 3.

prasarena dalerm mendukung
pelaksanaan rugae dan fungsi



| Q = OPPORTUNITY (PELUANG) |

.

8 = STRENGTH (KEKUATAN)

Menjadi penghasil
penerimaan negara  hukan
pajak dalam  menungjang
peningkalan pelayanan
publik,

Undang-Undeng Nomor 11

Io.

Tahun 2008 tentang informasi |,

dan Traneaksi
sebagaimana  telah

Elektronik
diukah
dengan Undang-Undang Nomor
19 Talan 2012,
Peraturatt Pemerintah Nomor
7l Tahun 2019  centang
Penvelenggaraan  Sistem
Transaksi Elektronile
Peraiuran Presiden Nomor G5
Tahun 2018 tentang Sistem

tdlan

FPemerintahan Berbasis
Elektionil

Iistruks: Presiden MNamor 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nazional
Pengembangan e-Gorernment,
Peraturan Menterd Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 2
Tahun 2018
Fenvelenggaraan

Elakironik.

FENtAnE
Sistern

W = WEAKNESS [KELEMAHAN}

Keterbatasan anggaran

dilakukan
penetration test terhadap Data

Belum  pernah

enter.

Belum pernah dilakukan audit

teknalogi informasi.

Belum memilila tate kelola data
yang baik

T = THREAT [ANCAMAN)]

Cyher Crme,

Terdapat kesulitan dalam
pelaksanaan Saty Crata
Indonesia.



S-Q (STRENGTH - OPPORTUNITY,

Meningkatkan kuaiitas layanan | 1.

publik melalui sistem informasi
oihine dengan mermnanfaatkan
Drata Center,

Meningkatlkan kualitas sumber
dava
informeasi
meningkatkan
mengadakean diklat  atau
prlatihan dengan biaya
bersumber dari APEN maupun
FHNEF.

Mmailusaia teknologi

dengan
pendidikan,

Metmnbuat regullasi-regulast

berkaitan dengan

dengan

¥arg

tekmologi
meneraplan single law

infarmasi

kelgloulan
infragtrokiur

pembelanjaan

tehnologl
infotmasi terbariukan dengan
arahan Kogute TI.

Membanguty Disaster Recovery
Centre [DRC)

I W-0O [WEAKNESS - OPPORTUNITY)

1.

Melibatkan Pusdatin

petencanaan dan
PENIEANZEAran teknologi
informaai untutk selurmih

satuan kerja.

Menghilangkan ega  sektoral

dari MAasing-masing it

Arn v mreab s Fmmeie e TT

dalam

S-T (STRENGTH — THREAT)

Menambah
praszarana  terkait lkeamanan

S3TADA dan

dengan arahan Komite T dan
CI0, serta Pusdatin sebagai
kaordinator teknotogi informasi

ketrenterian.

Melakukan kerja sama serta
koordinasi intenstf

dengan B3SN,

SooAra

Menndotong penyelesaian gaim
data Kementerian Hukum dan
Halk Asazi Manusiz dalam
menunjang program Satu Date

indonesgia.

W-T | WEAEKNESS - THREAT)

Mengelektifkan peran dan
hngsi Komite T! untuk
mengatasi aegals  kelemahon
peningkatan  kgalitas |

daya
penghilangan
pembentukan audit teknolog

sEperti
a1nim ey MArsia,
ego  seltoral,

infocrmaszi  dan pemenohan



!10 [ WEAKNESS - OPPORTUNITY] |
3

Menerapkan sanksi vang jelas
Seylae dengan eraturan
perundang-undangan

berlako.

Mempercepat irtegrasi sistem
informasi dan berbagi pakai.

Melakukan
menyeliitih,

evaluasi secara

Mendorong pereepatan
dilakukannya penetrotion test
terhadap Data Center dan audit

teknologi inlormasi

Analisis Fests]

Analizi=

pegtel

yang | 2.

W-T {WEAKNESS — THREAT)
kebutuhan
Preasarana.

Sarana

Mendorong fungsi Komite TI
dalam memberikan arahan dan
petunjuk terhadap pengelola
teknolegi  informasm dalam
mengatasi  keamanan  baik
internal maupun eksternal.

Melakukan kerja =ama serta

keordinasi | secara  intensid
(dengan BS3N
Mendorong pErcepatan

dashboord lementerian delam

MENYONZHOTIE Prograrm  3Aatu
Data Indonesia.

dan |

merupokan metode analisis yang  digunakan  untuk

mengidentilikasi  faktor-laktor eksternal yang mempengarubi  suatu
organisast, zeperti (aktor politik, ekonomi, sosial, telmolesi, hukum, dan
lingkutgan.

Faktor-faktor elisterial vang mempengaruhi Kementerian Hukwm dan Hak

Asasl Manusia dari sudut teknologi dengan mengpunakan metode analisia
pestel dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tahel
Analisis Pogstel

FAKTOR | ~ JENIS I_ PENCARUH '
| Teknolowi 1. Perkembangan tekmologi | Peluang pemanfaatan'

digital. eknologi  infermasi  dalam

pelayanan publik
| 2. Peraturan Presiden | Fenyelenpgaraan SPBE |
Nomor 95 Tahun 2018 | Kementerian Hukum dan
tentano Rigtprn | HARK Aitalbesrmolrasy canoen-



FAKTOR

. Instruksi

. Kemainpuan

JENIS .

Pemerinté.han
Elektronik [SFEE)

Berbasia | 1.

PENGARUH
efek il

. efigien:

3. terpaduy;

‘4. bhetkesinambungan;

Repuliik
3 Tahun 2003
Kebijakan den

Maaional |

Petigermbangan £- I

Indonesig
Momor

terntang
Strotepl

Crovrermiment.

internet
dalam menyajikan
informaszi  menychabkan

praktek penggandaan

| Melakukan

2
3
4
L
&
7

akuntabilitas;

. intercpabilitaz, dan
. keamanan.
Presiden |'l

Mengambil langkah-

langkah yang diperlukan

sesuzai tugas, Mimgsl dan

kewenangat

Kementerian Hukum dan |
HAM guna terlaksananya

pengetnbangan &-

Coverriment HECHTE

naswonal. I
Merumuskan rericana |
tindak di lingkungan

Kementerian Hukum dan

HAM denigan

berkoordinasi dengan

Kementernan Komutikasi |
dan Informatila, |
Melaksanakan rencang

Yang

cleh

tindak

dikoordinasikan
Kermenterian Komunikasi |
dan Informatika, |
Melaporkan hasit
pelak=anaannya secars
berkala Kepada Presiden,

pengamanan |

data sebagai aset berharga

milik Kementerian Hukuml

dan HAM

d |



FAKTOR |  JENIS PENGARUH
' . dan penyalahgunaan |
data menjadi semakin
nuldah dilakukan.
5. Munculnya sistem | 1. Melakukan sozialisasi |
pelavanan dan informasi | kepads masyarakat dan

hukym di luar | =ecara intensif
Eementerian Hukum dan | teryarikan informas
HAM RI. hukum.
2. Memperluas bantuan
hukum kepada
. masyarakat. !
Analisia KEesenjangan

Analisis keaenjangan merupakan metode yang wajib dilakukan untuk
menganelissn  perbandingen  kondisi =aat ini dibandingkan dengan
kebutuhan ke depan. Berdasarkan enatisis kesenjangan ini Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait demgan pemanfaatan dan
pengelolaan teknologi Informast dianalizsis sebapai berikut:

Tahel 7

Analisis kestnjangan

NO | KONDISISAATINI | KEBUTUHAN USULAN

| | MASA DEPAN
1UEY 'Deslﬂ'ipsi Tugas dan :Ana]iais ' 1. Identifikasi dan

fungsi jabatan kebutuhban pemetaan figas dao
atruktyrg] restrulturisas fungsi terhadap
pemangku teknelogi | qrganisasi Jjabatan pada unit
mlormasi kurang teknologi teknologi informas) di
1tlas spesifikasinya, | informasi. lingkungan

sehingga terdapat Kementerian  Hukum
peran yang saling dan HAR,

tumpang titwdih, | 2, Evaluasi Peraturan

MMenter! Hukoem  dan
HAM Momor 29 Tahun
2015 tentang



NO | KONDISI SAAT INT

| 2. | Kurangnya
kompetensi
daya

KEBUTUHAN

MASA DEPAN

i Peningkatan
sumbet | Kompetensi

NS 14

teknologi informasi

N Kurangnya
sumber
manusia

inlormasi

jlumiah |
daya
tekmologi

sumber
manusia

teknologi

informasi pada |

lewel]

daya

manajemen dan

tekmis

Analisig
kebutuhan
sumber
AT Sia
teknologi

mformasi

daya

USULAN

Urganizasi dan Tata
Kerja Kementenan
Hulkum dan HAM.

Pemangkyu Tugas |

1.

2,
3.

4.
—

Birg Perencanaan
Pusdatin

Umnit Tharma
Kantor Wilayah
Pelaksanaan uii |
kompetensi

Analisis kebutuhan
pelatihan

Persiapan modul dan
pelatilian tebniologi

mnformasi

4. Pelakaattant evalueasi
Pemansku Tusas :

o

w M

. Biro Petencanazn
. Biro Kepegawalan

Pusdatin
BF3DM.

. Identifikasi jabatan

Analizis jabatan
Peryusunan analisa
beban kerja

Usulan rekomendasi
ke Bito Kepegawaian
terkait sumber daya
mAanukgia teknologi

inlormasi.

Pemangkn Tugae -

L.
a3
3.

Birg Perencanaan
Bira Kepspawaian
Pusadabn



NG | KONDISI SAAT INI KEBUTUHAN

MASA DEPAN
| 4, | Belum adanya ' P&n}fusanan
| standar minimum standar
pemenuben MILTIETILET
kebutihan teknologl | kebutuhan
informas telknologi
informeasi

| 5. | Belum dilakukan | Pelaksanaan
audit teknelogl | andit  teknolog
infermasi internal informasi

USLULAN

4. Unit Utama
1. Membentuk tim

. Rapal koordinasi

peflyusutian standar
mInimum

Penetapan atandar
minimunm pemetthan
kebutuhan tektclog

informast.

Femangku Tugas -

1. Biro Perencanaan
| 2. Birg Pengelolaan BMN

3. Pusdatin

4. Unit Utama

1. Penyusunan pedoman
audit telknalog
informasi

2. Pelatihan audit
tekniclogl informasi

2, Pembentukan tim dan
identifikasi kebnituhan
audit

4. Bopsializasi
pelaksanaan audit
teltnologl miormasi

2. Pelaksanaan audit
teknologi informasi
berdasarkan kategorl
aplikasi

. Laporan hasil audit
teknolog informasi

Pemmangku Tugas

1.
2.

Inapektormt Jenderal
Pusdatin



NO | KONDIST SAAT INT EEBUTUHAN

| B,

Belum
terimplementas
sertifikas=i elelktronik
sigtem informasi
elektronik socara

menyeiuruh

| Format dan struktur

data dalam aplikasi
1 masing-masging
unit utama, berbeda-
beda sehingpa
menyulitkan proses
integrasi data,

| Belum terkelolanya

gsefurub data dan
informasd
kementerian dalam
satu penyimpanan
dan pengelalaan,

MASA IEFAN

-Implﬂmentasi | 1.

sertfikaai
elelotronikef
duptal signature |

3.

USULAN

Pernbentukan tim
gertifkasi elektronik/
dipital signature
Idantifikass dokumen
Jfaplikasi yang akan
dizsertifikasi.
Implementasi
aertifikasi elekiromik

Permanegku Tugas .

1.
2,
3.

' Penataan [ 1.
format dare | 2.
strulktur data

Pusdatn

Unit Utarna

Birco Humeas, Hukum
dan Kerjasars
Pembentukan tim data |
Penentuan jenis data
yang akan
diatandarkan dan
dlintegrasilcan.
Penentuan format dan

siruldur dats.

. Laporan penataan

format dam atruktoar

datn

Pemangku Tugas ;

1.

2.
.Fﬂngemhangan B
datarearehouse
Hementerian

2

3

Fusdatin

Unit Utama
Permbantukan tim
datawarehouse

Kementerian

. ldentifikasi data yang

akan dimtegragsikan

- Petancangan

arcitelotur

dotauwareholse



NO | KONDISISAATINI | KEBUTUHAN USULAN
| MASA DEPAN

[ 4, Laporan porancarngan .
3. Implementasi Tahapl, |
[, dan III
6. Evaluazi dan Laporan
Pemanghu Tugas :
1. Pusdatin
2, UInit Lftama
9. Pemanfaatan Dala Optimalisasi | 1. Melakukan analisa
Center Kurang Data Center behan dan

optimal performansi Data
I Center
2. Pembuatan regllas
terkait operasional
data center
3. Memperkuat security
Drata Center
4, Pemetasn kebutuhan
perangkar security
baik saffukire maupun
hardware
3. Pembentulan tm help
desk
| Pemangku Tugas :
1. Puszdatin
2, Lnait Utama

|10, | Belum adanya DRC  Perencanaan 1. Membuat kajian
Kementerian pembangainan tekmis terloait DRC
DRC <. Persiapan
Kementerian pembangunan DRC
Pemangku Tugas .
1. Pusdatin
2. Unit Nama



|NO | KONDISI SAAT INT

11, | Belum adanvya |
Mmanajemen  rsilko
| teknologi  informasi
dan celah kKeamanan
terlait telinolod
infarmagi
12,  [nfrastruktur dan
jaringan  teknologi
mformasi  schapian
hbesar maaih

menggunakan  yang

lama.,

KEBUTUHAN
MASA DEFAN

Manajsmen
Rigiko tekmolop
informasi dan
[impilementasi
CSIRT

Kementerian

[nirastrultur
tekneologi

dan
Yang
terbarukan.

mformasi

Jaringan

a,

USULAN

. Pembentukan tim

Manajemen Eigilao
Teknolegi informasi
Identifikasi risiko
terkait aplikasi
Menyusun
ruinerabiliiy

OASSESsmeEnt

- Laporan einerabiliiy

asgesement tahunan

. Evaluasi implementasi

MEATA]ernen nsiko.
Evaluasi dan Laporat

Pemangky Tugas :

1.
2,

Pusdatn
Ulnit Tharna

1. Analisis ondisi dan

kebutuhan.

. Poremajaan

mirastruktur teknologi
informasi dan jaringan
tahap [, W, Ii1, dan 1V

Pemangku Tueasy ;

i.
2.

FPusdatin
[Init Utama



BAR IV
LANGKAH BETRATEGIS

Eehijakan dan Regulasi

Regulas merapakan serangkaian lindakan untuk mevujudkan peraturan

perundang-undangan  yang proporsional dan  dirumushan  sccara

scderhana sehingga mudah dipahami dan dioperasionatlkan.

Sebelum membuat regulasi, langkah awal vang harus dilakukan adalah

pembentukan regulusi yang berkualitas, yang meliputi langkah-langkah:

penelitian, naskah akademik, studi banding, naskah TANCANZArN poraturan

perundang-undangan. Setelah ima rancangan peraturan  perundang-

undangan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Program Penyusunan

Peruturan Menteri Huloam dan Hak Asasi Manusia, Pengusulan kerangks

regullasi dalam dokumen perencanaan dan dinilai dengan mmenpeunakan

alat analisis berupa model analisa kerangka regulasi, sampai dengan

pongundanganniya.

Berdasarkan pembahasan selama dalam petyusunan Grand Design

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 ini, regulasi

merupakan usulan yang paling dominan untuk dimasukkan, dan cukmp

batyak tegulusi vang akan diusulkan.

Untuk 1tu Pusat Data dan Teknologi Informasi selalou koordinator teknolog

uformast kementervian, menyiapkan langkah-langkah sebapa berikut:

1. Membentuk tim pemrakarsa naskah peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan khoordinasi sccara intensil’ detgan Biro Perencanaan dan
Direklorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

3. Melakukan koordinasi dan studi banding dengan instansi lain.

4. Menghadirkan narasumber palar dalarn setiazp pembahasan sebuah
regulas,

Teknologi

Kemajuan teknologi semakin hari berkembang secara cepat, hal vang dapat
kita nikmati saat ini mingkin lidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bila
dahulu dimulai dengan lekmologl yang dapat mendengar suara karena
terpizah oleh jarak dan waktu, sekarang kita telah sampai kepada teknotogi
dirmana kita dapat menetima gambaran visual selain audico.

Terdapat beberapa lanpkah strategi vang hamus dilabulkan  dalam

1 -1 1



1. Mendorong sumber daya manusia teknologi informasi Kementerian
Hukuom dan Hak Asasi Manusia untuk terus belajar dan
meningkatkan keterampitannya untuk memahami penggunaan
teknologn mtemet of things atau mengintegrasikan kemampluian
mternet dengan lind produksi di industr.

2. Belalu melalukan inevasi teknologl melalui pengembatigan startup
dengen memfasilitasi tempat inkubasi bisnis.

d.  Memprogramkan peningkatan pendidikan dan/atau pelatihan bag
sumber daya manusia teknolog informasi Kementerdsan Hukum dan
Halk Asasi Manusia.

4.  Melakukan kcordinasi dan konsultasi dengan narasumber pakar,

Daia

Data kementerian Hulam dan Hak Asasi Manusia merupakan data besar
dan seksi seperti data keimigrasian, pemasyarakatan, kekayaan
intelektiual, keénotariatan, badan hukum, sidik jar, kewarganegarsan,
simpeg, legislasi perundang-undangan, informasi hukum nasional, hak
asa8 manusia, dan lain-lain yang dikelola secara terpisah-pisah, dan baru
tahun mi dilakukan interoperahbilitas secara intermal kKementeran.
Langkah-langkah yang dilakulkan dalam pengelalaan data adalah:

1. Melalmkan pengelolaan data secara terpusat di Data Center

Kementerian;

£y

Melakukan pengintegrasian data secara internal danfatau eksternal;
Pengadaan dan pengembangan aplikasi harus dibanpgun secarn
terpusat sehingga data tidak ada data yanpg dapat dikuasai oleh pihak
ketiga.

Melakulan klasifikasi data.

Angka 1 sampai dengan 5 dilaksanakan denpan mengefeictiflan fungai
dan peran Komite Pengarab Teknologi Informast (Komite T1Y

Eeamanan

Menjaga kearmaran informast berard pula perll Ussha dalam memperhatilaar fador-
fkwr keameanan dari  keseluruban piranti pendukung, jaringan, dan
fasilitas lain yang tarkait langsung maupun Hdak lbangsung
dengan proses penprlahan  informasl. Dengan armannyva mffestrukdur manpun
lingkungan tempat informasi berada, maka kerahasgiaan, integritas,
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meningkatian  keunggulan, keuntungan, den citra  organisasi yang

memiliki aget penting tersebut.

Langkah-langkah yang disnmbil dalamm melakukan keamanan informasi

adalah dengan melakukan pengendalian dalam aspek adminfatratif yaitu:

1. Melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasl Manusia Nomeor M.HH-01 TL.06.02 Tahun 2017 tentang Sistem
Manajemen Keamanan [nformasi di lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Azasi Manusia,

2. Melakukan pengendalian terhadap organisasi berdasarkan penilaian
risike untuk mencegah dampak risiko terkait akses dengan pihak
ketiga.

3. Melelukan pengendalian terhadap pengelolaan asset informasi yaitu
dengan mengidentifiicasikan, mendokumentasilkan dan
mengklasifikasi tinglkat kerabasizan, tngkat kritikalitas serta aspek
hukumnya.

4. Melakukan pengendalian terhadap sumber dava manusia teknolog
informasi yaitu dengan:

a. mendefenisikan  dan  mendokumentasikan  dalam  sebuah
dokumen akan tugas dan tanggung jawebtya terhadap
keamanan informasi;

b.  melalukan penertiban atas akses bagi pegawail yang berhenti,
pensiun, cuti, sedang menjalani pemerksaan dan/aca
menjalani huluman diziplin.

¢,  memberikan sanksi hukumen disiplin bagi pegawat vang tidak
mematuhi ketentuan sehagaimana dimaksud dalam hutul a.

2.  Melekukan koordinasi secara dengan Badan Siber dan Sandi Negara,
Badan Penghkajian dean Penerapan Teknologi, dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

[nfrastruktur

Infragtruktur bidang teknelogi infortmas di Komenterian Hukum dan Hak
Asasl Manusta masih terpisah-piseh dan masing-masing unit utama
memailila arsitektur yang berbeda-beda, sehingga dalam implementasi
kurang memperbatikan aspek keamanan siber [cyber securify), dan
pemnbelanjaan infrastruktur yang tidek efigien.

Untuk mengatasi hal ini, langkah vang diambil adalah pengembatigan
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digunakan secara hersama-sama, yvang dituangken ke dalam sebuah
dokumen standar nftastruktur,

Punmat Data

Eementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bam pada tahun 2018
memiliki pusat data kementerian. Selama ini pusat data masih terpisah di
Masng-masing unit utama, bahkan ada unit utama yang mengminakan
pusat data di luar kementerian [sellecation).

Pembangunan pusat data yang terpisah-pisah berdampak pada inefisienei
sumber daya dan pengintegrasian dats.

Langkah yang diaminl adalah:

1.  Petigoptimalizasian Pusat Data, dan

2. Pambangunan Pusat Permmulihan Data.

Aplikasi

Dalam hal aplikasi, langkah-langkah yang akan diamhil adalah menjadikan
aplikasi di Kementerian Hukam d¢an Hak Asasi Manusia yang dapat dibagi
pakaikan secara internal dan terintegrasi.

Kealembagran

Kelembagaan teknologi informasi Kementeran Hubkuin dan Hak Asast

Manuaia Hdak memiliki keseragamarn, baik level sgelonisasinya maupun

nomenklaturnya. Terdapat 4 satuan kerja Unit Utama vang selevel dengan

Pusdatin dari sudut eselonering yaitu eselon IT, Dard 4 organisasi teknologi

informasi Unit Utamna setingkat eselon I terscbut nomenklaturya juga

berbeda-beda yailu:

1. DCirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yaitu Direktorat
Teknolopl mformasi:

2. Direktorat Jenderal dmigrasi, vaitu Direktorat Sistern dan Teknolog
Informasi Keimigrasian,

3. Darelktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu Direkeorat Teknologi
Informast Kekayaan Intelektual.

4. Dire¢ktorat Jenderal Pemesyerakatan, vaitu Threktorat Teknologi
Informeasi dan Kerja Sama,

Sementara terdapat ¢ Unit Utama lainnya, arganisasi teknologi informasi

berada pada tingkat eselon 11[, dan bahkan ada yanp sebnghat eselon [V
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Jjuga berbeda-beda, dan ada juga yang tergabung dengan fungsi lain. Untulk
mengafas keadaan di atas, akan melakukan kajian vang lebih mendalam
dan komperchensif baik terhadap eselonening, penambehan satau
pengurangan struktur, serta memyeragamkan tugas dan fungsinya agar
tidak terjadi tumpeng tingdih:

Sumber daya manusia

Kendala yang dihadapi dalamn pengelolasn sumber dava manusia adalah;

1.  Dari banyaknya jumlah satuan kerja, sumber daya manusia dirasakan
masib kurang den belum terdapat pemerataan.

2, Terdapat pegawai yang formasi pengadaanmya sebagai Pranats
Komputer, namun tidak diangkat menjadi pejabat funpsional Pranata
Homputer;

2.  Terdapat beberapa pegawai di satuan  keda dengan  formgsi
pengadazannya sebapgal  pengeloin  teknologi  informasi, namun
ditempatkan bukan di organisasi teknolog informasi:

4. Kurangnya pelatiban di bidang teknalog informas;

Dari gsemua permasalaban di atas, melakukan revitalizasi pemberdayaan
sumber daya manusia telknologl informasi baik dari farmasi, pengangkatan,
penempatan, tnaupun peningkatan kompetensinya,

Audit

Audit tekmologi informasi merupakan instrumen untuk menilad apakah

pemanfaatan teknologi informasi telah berjalan sesusi demgan pringip-

prinsip dan tata kelola yang telah ditetapkan,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga saat ini bsbum

membentuk dan menetapkan trn audit tektolog informasi.

Setidaknyn terdapat dua manfaat pelaksanaan audit teknolog informasi,

yeitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kematangun atau kesiapan suatu dalam
pengelolaan teknolog informasi: dan

2. Untuk mengetahui fingkat kepatuhan suatu organisasi dalam
menerapkan tata keloda tekmologi infortmasi.

Audit wknologi informasi secara fungsional melekat pada mepektorat

Jenderal dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pusdatin.

langkah-langkah yang skan dilakukan adalah:



c.  Mendorong untuk segera dibentuk Tim audit teknolegi informasi.

d. Menderong penyusunan regulasi terkait audit teknologd informasi.
Meningkatikan kompetensi sumber daya manusia teknologi informasi
dalam hal audit melalui pelatiharn.

Perencanaan daty penganggaran

Fenganggaran merupakan penciptaan suatu rencana  kegiatan VAL
difyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran
penting Ji dalarn perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan.
Anggaran mcrupakan sesualy yang paling penting, karena sekalipun telah
direncanakan dengan matang tanpa adanya anggaran akan menjadi tidak
terealisasi.

Dalam Grand Design ini, pembahasan anggaran belanja teknolog informasi
di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal agar melibatkan Pusat Data dan
Teknologi  Informasi  sebagai  keordinator teknologi  informasi  dan
Thapektorat Jenderal sebagai pelaksana atas revien keuangan.
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Readmap Grond Design Teknologi Informasi Kementwenan Hukum dan Hak
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a.  Dhgitgd Sigrature;

k. Manajemen Pusat Data,

c. Sistem database peraturan perundangan;

d. Bisnis intelijen dan data warefose:

e.  FPemeliharaan perangkat dan infrastruktur teknoloed infrrmeasi-



Aplikasi berbagl pakai;

Merit Sustem;

Knowiedge Management;

Single Swgn On (S50,

j- Ewaluasi Teknologi Informasi; dan
k. CSIRT,

B O

-
H

Teknolog:

a. Single Sign on

b. Digitel Signahire

c. Cloud and Network Securty
d.  Paument Gatervay

e frlerret of Things

. Big Data

B Ariificial Intelfigence
Aplikasi:

& Terstandarisasi

b.  Berbagi pakai

Datka:

a.  Imtegrasi data

b. Big Data

Infrastruktur:

. Infrastrukiur terbarckan

b. Berbag pakai

€. Penggunaan secara optimat
Keamanean:

a. Data dan informaad

b.  Aplikasi

c. FPerangkat dan infrgatrulcur

d. Sumber daya manusia [hak akses)
e, Data center optrasional

Data Center:

a. Uptimalisasi penggunaan Data Center
b.  Pembangunan Data Recovery Centre
Kelembagaan:

a. Perubahan ORTA terkait Tl

b.  Pembentukan Tim Insident Keamanan (CSIRT]



8.

Sumber Daya Manusia:
4, Pemngkatan kompetensi SDM Tl
b,  Sertfikam SDM TI

10, Audit Teknologi Informasi:

g, Tim Audit/Anditor Tl kementerian
b.  Sertifikasi audit teknologi informasi.

Target utama Grand Design Teknologi Informasi:

L.

G oawom

Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Pengangearan,

Berbagi Layanan (Shared Service and Government Flatform).
Srreart Office.

Coorporate Lniversity.,
Transformasi Budaya (Culture Fransformation).
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FENUTUP

Grongf Design ini merupakan acuan bapi pars pejabat pelaksanaan
pengclolaan sistem inlormasi dan teknologl informasi, serta seluruh satusn
kerja yang terkait dalam rangka meningkatkan dan mendukung proscs
kerja yang lehih efisicn dan efektif o lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manugia. Grand Decign ini bersifat dinamis dan sclalu
disesusikian dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.
Dari hasil-hasil analisis kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi
di Lngkungan Kementerian Hukum dan Hak Asesi Manusia, ditetapkan
strategi-strategi  untuk  meningkatkan  kapabilitas dan  kapasitas
kementenian Hukum dan Hak Asasi Manusia antsara lain
L. Terbangunnya manajemen yang mendukung pemafaatan teknolog
mformas secara akuntabel.
2. Terbangurmys infrastruktur teknologi informasi.
Keberhasilan pengimplementasian Grond Design T1 ini perlu dukungan dari
seluruh level pimpinan di lingkungan Kementerian Hukwm dan Hak Asasi
Manusia  dalam  rangha  pengendalian dan  pongawasan  rencana
mplementasi yang telah diletapkan.
Semoga Orand Lesign Teknologi Informasi Kementenian Hukum dan Hak
Asasi Manusia 2020-2024 ini membawa dampak vang terbaik bag
kemajuan teknelogl informasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANITSIA
REPUBLIK [NDONESIA,

ONNA H. LAOLY



